SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang:

a.

dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan paradigma
rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-
ekonomik serta sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Law), telah ditetapkan
Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;

bahwa dalam rangka menunjang misi dan tujuan rumah
sakit, khususnya di bidang pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan serta
pengabdian masyarakat, serta sebagai tindaklanjut
berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/ 2022 tentang
Standar Akreditasi Rumah Sakit, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019
tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud



Mengingat:

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magetan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal
(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Sayidiman Kabupaten Magetan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
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10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang
Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ Menkes/SK/
VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008  tentang Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi
Pejabat Struktural Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan:

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213 );

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi
Rumah Sakit;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 57);

20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Sayidiman Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWY)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN
MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor
57 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws)
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 57)
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diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

Misi RSUD adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat Magetan dan
sekitarnya,;

b. meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan
selalu mengikuti perkembangan tekhnologi kedokteran
dan kesehatan dalam wupaya memperluas jangkauan
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;

c. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
sebagai wujud pelayanan yang berfokus pada keselamatan
pasien;

d. mewujudkan rumah sakit yang bersih, rapi, santun,
nyaman dan aman serta berwawasan lingkungan dalam
meningkatkan kenyamanan pelayanan terhadap
masyarakat;

e. meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan guna
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit;

f. menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di
bidang kesehatan serta pengabdian masyarakat;

g. memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja
bagi karyawan Rumah Sakit; dan

h. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan Rumah
Sakit.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Tujuan yang akan dicapai RSUD adalah:
a. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan

mengutamakan keselamatan pasien demi meningkatnya
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kepuasan masyarakat;

b. Menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di
bidang kesehatan serta pengabdian masyarakat; dan

c. Meningkatkan kesejahteraan karyawan rumah sakit.

. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Dewan pengawas memiliki tugas :

a. memantau perkembangan RSUD;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja
nonkeuangan RSUD dan memberikan rekomendasi
atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat
Pengelola RSUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai :

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam
pengelolaan RSUD; dan
3. kinerja RSUD.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dewan pengawas mempunyai wewenang:

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan
kinerja dan keuangan RSUD dari Direktur;

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Satuan Pemeriksa Internal RSUD dengan
sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat
manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan

pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur

6



(2a)

sesuai dengan Peraturan Internal RSUD (hospital
bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate
governance);

d. meminta penjelasan dari komite atau unit
nonstruktural di RSUD terkait pelaksanaan tugas dan
fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan
Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen
Pola Tata Kelola (corporate governance);

e. berkoordinasi dengan  Direktur RSUD  dalam
menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital
bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate
governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan

f. memberikan  rekomendasi  perbaikan  terhadap
pengelolaan Rumah Sakit.

Dewan Pengawas bertanggungjawab:

a. Menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara
periodik dan memastikan bahwa  masyarakat
mengetahui misi rumah sakit;

b. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional
rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya
rumah sakit sehari-hari;

c. Menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan
profesional kesehatan dan dalam penelitian serta
mengawasi mutu dari program-program tersebut;

d. Menyetujui dan menyediakan modal serta dana
operasional dan sumber daya lain yang diperlukan
untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi
serta rencana strategis rumah sakit;

e. Melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan
menggunakan proses dan kriteria yang telah
ditetapkan;

f. Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan
pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu
dan keselamatan pasien;

g. Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan
program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan
umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan
hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan
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berikutnya secara tertulis; dan

h. Melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko

setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan
balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya
di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara

tertulis.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu

tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Direktur mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, menggerakkan, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas RSUD.

(2) Tanggung jawab Direktur dalam menjalankan rumah

sakit termasuk namun tidak terbatas pada:

a.

b.

Mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
Menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah

ditetapkan;

. Menetapkan kebijakan rumah sakit;

d. Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan

pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;

. Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia,

keuangan dan sumber daya lainnya;
Merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana
strategis, dan anggaran kepada Dewan Pengawas

untuk mendapatkan persetujuan;

. Menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit

yaitu perbaikan yang akan berdampak
luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan
pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah

sakit;

.Melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan

keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan

laporan semua insiden keselamatan pasien secara
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berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas;
dan
i. Melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen

risiko kepada Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 48

Pempbina ngkat I}
NIP 19740206 200003 T 004



